BAB |
PENDAHULUAN

Pada bab I, yakni bab pendahuluan ini disajikan beberapa sub bab yang
terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah
penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penjelasan sub-sub bab
pendahuluan ini dilengkapi dengan teori dan jurnal yang mendukung penelitian
sebagai berikut:

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi menjadi topik yang menarik perhatian elit dan ilmuwan politik
di hampir sebagian besar negara-negara di dunia pada akhir abad 20 hingga awal
abad 21 saat ini. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dirilis Freedom house pada
tahun 1991 dengan temuan bahwa 45% negara di dunia adalah negara demokratis,
bahkan Zakaria (2004:1) mengatakan “sekarang ada 119 negara, meliputi 62%
dari seluruh negara di dunia menjalankan demokrasi”, tak terkecuali di Indonesia.
Para the founding father Indonesia meyakini demokrasi merupakan sebuah
pilihan yang dinilai paling tepat sebagai sebuah sistem kehidupan bernegara untuk
menjadi negara yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di
dunia.

Sejak diproklamasikan pada tahun 1945 hingga saat ini, bangsa Indonesia
telah melalui tahapan dan sejarah yang panjang berkaitan dengan
pengimplementasian demokrasi dalam sistem pemerintahan. Sampai saat ini,
Indonesia sedang melalui proses pembelajaran, banyak kesalahan yang dianggap
menyimpang dari demokrasi. Penyimpangan menjadi bagian dari proses trial and
error dalam berdemokrasi.

Pada masa reformasi, demokrasi seakan-akan baru menemukan porsi yang
sesungguhnya, sesuai dengan konsep dasar demokrasi sebagaimana yang
dicetuskan Abraham Lincoln yakni government of the people, by the people, and
for the people. Artinya rakyat baru benar-benar mendapatkan hak-haknya sebagai

pemegang kedaulatan negara, terutama mengenai hak kebebasan (berbicara,

Hasmai Bungsu Ladiva, 2016

NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1



berkelompok, dan berpatisipasi). Dalam banyak hal, disadari ataupun tidak
disadari, kebebasan serta implementasi demokrasi telah memunculkan
permasalahan baru.

Permasalahan baru yang dimaksud adalah mengenai bagaimana hak-hak
individu itu dipenuhi, apa sajakah yang menjadi batasannya, serta bagaimanakah
peran pemerintah atau penguasa dalam menetapkan kebijakan yang tepat sehingga
tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan hak-hak individu, setiap orang
memiliki hak yang sekaligus dibatasi oleh hak orang lain. Prinsip-prinsip dan
nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam demokrasi mesti menjadi perhatian
utama pemerintah beserta seluruh warga negara.

Demikian peliknya masalah demokrasi mendorong agar substansi
demokrasi diperkenalkan dan dibelajarkan kepada masyarakat. Demokrasi
menjadi isu penting yang berusaha diterapkan dan dibelajarkan kepada
masyarakat melalui kebijakan-kebijakan sentral diberbagai instansi pemerintahan.
Salah satu instansi yang strategis adalah lembaga pendidikan. Pendidikan
dijadikan sebagai fasilitator agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan
demokrasi sesuai dengan konsep yang dianut pemerintah berdasarkan konstitusi
secara benar dan konsekuen.

Pendidikan merupakan suatu proses humanisasi atau memanusiakan
manusia muda. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) dikemukakan pengertian pendidikan sebagai
berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang sistem pendidikan nasional
tersebut menggambarkan pendidikan sangat berperan dalam memberikan
dorongan agar siswa mempunyai kesadaran dan aktif mengembangkan diri
dengan melihat kecerdasan intelektual, sosial, dan spiritual. Menurut Mulyasana
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(2012:2) pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup
yakni agar manusia dapat memahami hakikat dan arah hidup untuk pembentukan
kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas
logika, hati, akhlak, dan keimanan. Sebagai suatu usaha sadar dan terencana,
pendidikan diprogram dan disusun dari berbagai komponen yang membentuk
sistem pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang paling berperan karena
menentukan arah pendidikan adalah tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional ditetapkan pada Pasal 3 Undang-Undang No
20 tahun 2003 yakni “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”. Jadi, pada dasarnya tujuan pendidikan
adalah untuk membentuk diri peserta didik menjadi manusia dewasa yang sesuai
dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka dapat tumbuh,
bersaing, dan mempertahankan kehidupannya di masa depan yang penuh
tantangan dan dinamis. Agar dapat tercapai dengan baik, maka Tujuan pendidikan
nasional ini kemudian diturunkan menjadi tujuan institusional, tujuan kurikuler,
dan tujuan pembelajaran.

Tujuan pendidikan ini menjadi landasan sekaligus menjadi tolok ukur
ketercapaian program-program pendidikan yang telah disusun dalam kurikulum.
Selain tujuan, komponen sistem pendidikan berikutnya yang tak kalah pentingnya
adalah komponen materi yang disusun dan dikelompokkan berdasarkan mata
pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang wajib ada dalam struktur kurikulum
adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Membentuk warga
negara yang cerdas, baik, dan berkarakter serta berpartisipasi aktif dalam
kelangsungan hidup bernegara adalah tugas utama mata pelajaran PKn. Dalam hal
ini pendidikan secara umum maupun PKn secara khusus menghadapi
permasalahan dalam mewujudkan tujuan atau membentuk manusia Indonesia baru
yang diharapkan, sebagaimana yang dikemukakan Pramudia (2006:30) dalam
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah yang berjudul orientasi baru pendidikan bahwa

ada empat permasalahan utama pendidikan yakni (1) pendidikan yang
Hasmai Bungsu Ladiva, 2016
NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



mengembangkan nilai-nilai demokrasi; (2) pengembangan hak asasi manusia; (3)
pemberantasan kemiskinan; (4) pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang
pendidikan dan kebudayaan. Empat permasalahan utama tersebut erat kaitannya
atau berada dalam domain kurikuler PKn.

Peliknya permasalahan pendidikan bangsa untuk membentuk manusia
Indonesia yang diharapkan yang diemban PKn, mengharuskan setiap individu dan
organisasi maupun lembaga yang terlibat dalam pendidikan untuk bekerja secara
sungguh-sungguh, ditambah lagi kenyataan di lapangan konsepsi masyarakat
bahwa pembelajaran PKn sebagai bagian dari rumpun social studies (IPS) sering
dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, kurang penting, dan
dipandang sebelah mata dalam artian tidak perlu mendapatkan perhatian dan
perlakuan utama. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Endang (2011)
menunjukkan dari beberapa hasil observasi yang dilakukannya bahwa
pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah membosankan. Selanjutnya Suwarma
(Silalahi, 2012) juga mengatakan bahwa “peserta didik, orang tua, bahkan para
pengambil keputusan dalam bidang pendidikan cenderung beranggapan bahwa
PKn kurang memiliki manfaat dibandingkan dengan bidang studi lainnya seperti
Matematika dan IPA”. Artinya studi sosial sebagai salah satu mata pelajaran
kurang favorit, konten dan metode mengajar biasanya dianggap membosankan
dan tidak relevan dengan kehidupan. Pandangan-pandangan tersebut melemahkan
motivasi belajar PKn di sekolah yang berdampak buruk terhadap kualitas
pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran PKn perlu diberikan inovasi agar
menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu mata pelajaran
yang wajib ada pada pendidikan formal mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi
(PT) di Indonesia mengandung makna bahwa PKn harus mengenalkan demokrasi
kepada setiap individu warga negara sejak dini hingga dewasa yang diprogram
dengan baik dan dibelajarkan melalui mata pelajaran PKn. Belajar demokrasi di
negara demokrasi tentu saja tidak hanya sebatas mempelajari dan memperoleh
pengetahuan, namun juga sekaligus aplikatif dengan cara mengaitkan dengan

kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar.

Hasmai Bungsu Ladiva, 2016

NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Pengembangan pendidikan yang mengandung nilai-nilai demokrasi
sebagai salah satu permasalahan utama yang dikemukakan di atas merupakan
tanggung jawab PKn. Kehidupan demokrasi diterjemahkan sebagai pola dari
pilihan hidup bernegara yang mengedepankan kebebasan dalam berpartisipasi dan
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Masyarakat bisa menyampaikan
pendapatnya melalui berbagai saluran seperti media massa, lembaga pendidikan,
organisasi masyarakat, partai politik, dan melalui berbagai orasi pada saat
melakukan demonstrasi di jalan-jalan, di depan gedung-gedung pelayanan
masyarakat, gedung DPR/DPRD atau kantor-kantor pemerintahan.

Demokrasi dipandang sebagai sebuah cita-cita yang ideal. Menurut
Subhan (1999) demokrasi dari segi politik diharapkan terbentuk sebuah tatanan
kehidupan politik yang menganut beberapa hal sebagai berikut:

1) Warga negara secara bebas dan berkala memilih orang-orang yang
mereka nilai layak dipercaya untuk memerintah, 2) Orang yang
memerintah dapat dipercaya dan bertanggung jawab langsung kepada
orang yang diperintah, 3) Ada mekanisme politik yang memungkinkan
warga negara dapat mengontrol sejaunmana kepentingan mereka
dilaksanakan oleh orang yang memerintah, dan 4) Ada kesejajaran tawar-
menawar politik antara warga negara dengan orang yang memerintah,
sebagai jaminan terciptanya hubungan yang bersifat konsultatif.

Salah satu prinsip demokrasi adalah adanya musyawarah, maka jika
dicermati pendapat Subhan di atas, terutama pada poin keempat, terlihat dengan
jelas bahwa dalam demokrasi haruslah ada “kesejajaran tawar-menawar” politik
atau musyawarah antara warga negara dengan orang yang memerintah atau
pemimpin. Namun ternyata teori tidak sejalan dengan fakta yang terjadi pada saat
ini. Praktik kehidupan demokrasi di Indonesia belum berjalan sebagaimana
mestinya, ketidaksesuaian antara teori dengan praktik di lapangan menimbulkan
berbagai permasalahan yang bersifat kompleks.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang dapat disaksikan di
media massa, yang kemudian dapat dikelompokkan kedalam dua sudut pandang
yaitu: Pertama, dari sisi pemerintah dapat disaksikan saat ini pemerintah dalam
arti luas yakni orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat berjalan sendiri-

sendiri tanpa dapat memperlihatkan tanggung jawabnya kepada konstituen atau
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warga negara. Kedua, dari sisi masyarakat tidak jarang praktik demokrasi
melampaui batas ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya demonstrasi
yang menjurus anarkisme seperti pembakaran ban di jalan raya, penyerangan
terhadap aparatur negara, kekerasan atau pengrusakan kantor-kantor
pemerintahan, dan lain-lain. Selain dua hal tersebut, juga dapat dilihat berbagai
permasalahan berkenaan kehidupan bernegara yang tidak sesuai dengan teori
demokrasi, seperti dalam hal kebebasan beragama, kebebasan berpendapat,
kebebasan kepemilikan, kebebasan bertingkah laku, dan lain-lain.

Jika dilihat teori dan permasalahan yang ada saat ini, ada dua ketimpangan
utama yang perlu dikaji untuk diberikan solusi pada penelitian ini yaitu: Pertama,
adanya ketimpangan antara pentingnya mata pelajaran PKn sebagai wahana
pembelajaran demokrasi dengan konsepsi masyarakat dan siswa bahwa PKn
merupakan pembelajaran yang tidak begitu penting dan membosankan. Kedua,
demokrasi secara teori merupakan sebuah cita-cita ideal namun belum terlihat
pada tatanan praktik sehingga belum berdampak signifikan terhadap kehidupan
masyarakat yang lebih baik.

Dua permasalahan tersebut mendorong setiap komponen bangsa Indonesia
untuk merefleksi diri, apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki
keadaan. Sebagai akedemisi, tentu saja berupaya menggali informasi melalui
berbagai literatur serta melakukan penelitian yang relevan. PKn yang belum
mendapatkan tempat utama dimata siswa dan masyarakat harus kembali
diingatkan akan besarnya peran PKn dalam membentuk hubungan yang baik
antara warga negara dengan negara. Hal ini terjadi karena pembelajaran PKn
selama ini masih berada pada tataran abstrak dan teori demokrasi yang dipahami
selama ini masih belum dapat dilaksanakan atau dijiwai dengan baik sehingga
pada praktiknya rawan diselewengkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah dengan mengaitkan pembelajaran PKn dengan lingkungan belajar siswa.
Sebagaimana yang dikatakan Sapriya et al. (2009:49) bahwa dalam
pengembangan materi PKn, guru perlu memahami kebutuhan dan harapan
masyarakat sekitar tempat siswa tinggal, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi

berbasis konteks kehidupan siswa dimana mereka berada yang disebut sebagai
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informal content. Konten informal ini termasuk materi yang boleh bersumber dari
sosial kultural. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya materi pembelajaran PKn
digali dan disesuaikan dengan kearifan lokal dimana siswa belajar.

Para ahli pendidikan juga mengakui bahwa banyak nilai-nilai yang dapat
diambil dari kearifan lokal berbagai daerah di Indonesia. Demikian pula halnya di
dalam konstitusi negara yakni dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal
32 ayat (1) pun menyatakan bahwa ‘“negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Dengan demikian, Negara telah menempatkan dirinya sebagai pendukung utama
bagi masyarakat untuk terus melestarikan dan memberdayakan nilai-nilai kearifan
lokal yang ada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau
ajeg dalam suatu daerah (Gobyah dalam Ernawi, 2010:2). Mentradisi
menunjukkan kebiasaan yang telah berlangsung lama secara terus menerus dan
diwariskan dari generasi kegenerasi yang biasanya disebut kebudayaan. Kearifan
lokal merupakan bagian dari kebudayaan yang mengandung kebenaran dan dinilai
positif di daerah setempat.

Kearifan lokal sebagai suatu kebiasaan yang diakui kebenarannya di suatu
daerah mengandung nilai-nilai positif yang patut diadopsi dan ditransformasikan
ke dalam proses pendidikan. Seperti halnya nilai kearifan lokal masyarakat
minangkabau, Sari (2013:28) mengemukakan:

Minangkabau merupakan suku di Sumatera Barat yang sangat terkenal
dalam hal budaya dan tradisinya. Pada kehidupan masyarakat
Minangkabau nilai-nilai religius dan moral sangat diutamakan dan
keduanya berjalan seiring dalam aspek kehidupan. Hal ini tercermin dalam
ungkapan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yaitu “adat basandi
syara’, syara’ basandi kitabullah” (adat berdasarkan pada agama, dan
agama berdasarkan kepada kitab suci Al-Qur’an). Minangkabau
menghendaki pribadi yang bermutu tinggi dan berakhlak baik, halus,
berbudi luhur, menyadari kewibawaan dan kewajiban, sesuai situasi dan
kondisi, berdasarkan budi dan malu.
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Nilai-nilai ini sejalan dengan nilai-nilai yang hendak dicapai pendidikan
nasional Indonesia. Sehingga sangat tepat apabila nilai-nilai ini digali dan
dikembangkan sebagai tambahan pembelajaran di sekolah, terutama melalui mata
pelajaran PKn. Hasil penelitian yang dilakukan Zuriah (2012:83) yang berjudul
model pengembangan pendidikan kewarganegaraan multikultural berbasis
kearifan lokal dalam fenomena sosial pasca reformasi di perguruan tinggi
menunjukkan dua diantaranya yaitu:

(1) Pengembangan PKn multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia

yang majemuk dan beranekaragam serta menjadi sebuah keniscayaan bagi

wahana desimenasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon
pendidikan multikultural. (2) Substansi materi pembelajaran Identitas

Nasional cocok untuk pengembangan nilai-nilai multikulturalisme dan

penumbuhan identitas budaya bangsa yang bersumber dari budaya dan

kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan PKn
berdasarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dimana siswa berada. Selain itu,
dengan bahasa yang lebih tegas, Maryani (2011:1) mengatakan bahwa “upaya
menggali, menemukan, membangun, dan mentransmisikan moral dan nilai yang
berasal dari keunggulan lokal karena kearifannya menjadi suatu kebutuhan”. la
meyakini bahwa nilai-nilai kearifan lokal atau budaya masyarakat yang telah
teruji kebenarannya akan dapat memberikan dorongan untuk berkreasi dan
berkarya secara kreatif, yang akhirnya bermuara pada peningkatan produktivitas
bangsa. Artinya, nilai-nilai kearifan lokal merupakan materi yang esensial dan
dibutuhkan siswa dalam membentuk kepribadian, jati diri, dan sekaligus sebagai
wahana mengenal bangsanya.

Materi pembelajaran PKn di Sekolah Dasar (SD) pada semua tingkatan
kelas, mulai dari kelas | sampai kelas VI tak terlepas dari nilai-nilai demokrasi.
Hal ini disebabkan karena materi tentang nilai dan moral terutama nilai-nilai
demokrasi sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini terlihat
dalam paparan berbagai Kompetensi Dasar (KD) dalam kurikulum. Misalnya,
dalam kurikulum 2013 dan KTSP, pada kelas | terdapat KD 2.2 yang berbunyi

“Menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan yang berlaku dalam
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kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah”, selanjutnya KD 2.3 berbunyi
“Menunjukkan perilaku kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan di
sekolah”. Selanjutnya pada kelas V yakni KD 2.3 yang berbunyi “Menunjukkan
penghargaan terhadap proses pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
mufakat”. Beberapa KD tersebut hanyalah mewakili beberapa KD yang
mengandung nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya ada dalam setiap tingkatan
kelas dari kelas | sampai kelas VI di SD. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi
mempunyai nilai-nilai yang sangat penting dikembangkan dan dimiliki oleh siswa
sebagai bekal untuk menjadi masyarakat masa depan yang diharapkan.

Nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku
masyarakat atau warga negara dalam mempraktikan konsep pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya kesadaran untuk ikut berpartisipasi
dalam pemilu, pemilukada, pemilu wali nagari atau kepala desa melalui prosedur
yang benar. Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap
semua warga negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari hari. Seperti
menyelesaikan persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai
pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat memahaminya, dan
mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk
berpastisifasi aktif dalam pemerintahan. Menumbuhkan semangat untuk
demokrasi, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati hak-hak asasi manusia,
serta hidup berdampingan secara damai.

Ciri kehidupan demokrasi seperti yang diutarakan di atas sebenarnya
banyak terlihat dalam pola kehidupan masyarakat di berbagai daerah di
Indonesia. Begitu pula halnya dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.
Minangkabau merupakan suku bangsa Indonesia yang dikenal dengan nilai
egaliternya dalam membangun pola hidup bersama. Prinsip hidup diletakkan di
atas hukum adat dan dilaksanakan secara konsekuen terus menerus hingga Kini.
Menurut Sairin (1995:90) “Musyawarah untuk mufakat merupakan kata kunci
dalam sistem demokrasi masyarakat Minangkabau, segala masaalah yang perlu

dipecahkan selalu dilakukan melalui musyawarah”. Selain itu pola kekerabatan
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atau garis keturunan matrilineal ikut menjadi pembentuk nilai kebersamaan,
tolong menolong, saling menghargai, dan nilai-nilai kesopanan lainnya di
masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dalam masyarakat Minangkabau, nilai-nilai
tersebut dapat ditemukan pada saat-saat tertentu dan diaplikasikan oleh orang-
orang tertentu seperti tokoh adat, akademisi/ cendekiawan, dan alim ulama.
Namun, sebaliknya kurang terlihat aplikasinya dalam keseharian generasi muda
seperti anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian
secara mendalam untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis nilai-nilai
demokrasi dalam masyarakat Minangkabau yang kemudian dikembangkan
menjadi sumber pembelajaran PKn di SD. Selain itu, diharapkan nilai-nilai
demokrasi yang ditemukan ini dapat dilestarikan dalam masyarakat dan

dimunculkan sebagai karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

B. ldentifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah bagaimana
nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat Minangkabau dapat dijadikan sumber
pembelajaran PKn bagi anak SD? Oleh karena itu, peneliti akan memberikan
batasan dan identifikasi masalah penelitian ini mulai dari lingkup yang lebih
umum kepada lingkup yang lebih khusus. Yakni mengenai pendapat para tokoh
adat, akademisi, dan masyarakat mengenai kondisi sosial kultural masyarakat
Minangkabau dalam hal mengimplementasikan nilai-nilai adat dalam konteks
demokrasi, selanjutnya nilai-nilai tersebut diidentifikasi, dan dikembangkan
menjadi sumber pembelajaran mata pelajaran PKn di SD. Secara khusus dapat
dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial kultural masyarakat Minangkabau dalam

konteks nilai-nilai demokrasi?
2. Nilai-nilai demokrasi apa saja yang ada dalam masyarakat

Minangkabau?
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3. Bagaimana nilai-nilai demokrasi Minangkabau sebagai sumber
pembelajaran PKn SD dapat dipadukan dalam Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP)?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum tujuan penelitian ini
adalah untuk menggali nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat Minangkabau
sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran PKn di SD. Secara khusus
tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Memperoleh gambaran tentang kondisi sosial kultural masyarakat
Minangkabau.
2. Mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi yang ada dalam masyarakat
Minangkabau.
3. Memadukan nilai-nilai demokrasi Minangkabau ke dalam KTSP

sebagai sumber pembelajaran PKn SD.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait terutama
dalam hal teoritis dan praktis diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi keilmuan
PKn dan IPS dan dapat menjadi referensi bagi penelitian terkait berikutnya.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai
bagian dari proses pendidikan untuk masyarakat. Terutama bagi masyarakat
Minangkabau dan bagi masyarakat Indonesia umumnya. Nilai-nilai demokrasi
yang ada dapat diwariskan dan dikembangkan untuk kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dalam lingkup pendidikan formal, dosen selaku
akademisi dan guru-guru di sekolah seringkali kaku dan terpaku dalam
mempelajari dan mewariskan materi demokrasi atau pembelajaran PKn, materi
hanya bersumber dari buku dan konsep-konsep yang datang dari luar. Melalui

penelitian ini diharapkan dosen dan akademisi berupaya mengembangkan materi
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PKn yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat konkrit dan praktis serta
sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Budayawan dan
tokoh masyarakat Minangkabau, terutama dalam hal memberikan kesadaran
bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki mempunyai kaitan dengan materi
pembelajaran di sekolah. terutama dengan materi demokrasi dalam mata pelajaran
PKn. Sehingga hal ini dapat memberikan inspirasi bagi mereka agar ikut bersama-
sama berpartisipasi memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan serta
mendorong pemerintah untuk memadukan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan
dengan kebutuhan bangsa ke dalam pembelajaran di sekolah sebagai bagian dalam

upaya memajukan pendidikan dan sekaligus melestarikan kebudayaan nasional.
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